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Abstrak
 

<div style="text-align: justify;">Pembiayaan kesehatan dalam era otonomi sangat tergantung pada

komitmen daerah, khususnya pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Sistem pembiayaan kesehatan di

daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan daerah, yaitu mobilisasi, alokasi

dan efisiensi pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan, mutu dan

kesinambungan pembangunan kesehatan daerah. Tersedianya data pembiayaan kesehatan menjadi sangat

penting dengan adanya kebijakan desentralisasi pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk penentuan

kebijakan dan strategi pembiayaan program kesehatan di daerah. Sampai saat ini belum pernah dilakukan

analisis pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kabupaten Tangerang, oleh karena itu penelitian ini

dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi biaya kesehatan dalam satu tahun, secara total maupun

perkapita, sumber pembiayaan, bagaimana peruntukan dilihat dari jenis belanja, line item, mata anggaran

dan antar program, serta diketahuinya resource gap dalam pembiayaan program prioritas. Penelitian ini

dilaksanakan di Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan dan instansi terkait yang menjadi Finance

Intermediares pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District

Health Account (DHA). Analisis pembiayaan kesehatan menggunakan data alokasi tahun anggaran 2003,

hasil analisis menunjukan bahwa total pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah alokasi tahun anggaran

2003 adalah Rp. 80.960.838.900 dan 64.17% nya bersumber dari APBD, sedangkan pembiayaan kesehatan

perkapita adalah Rp. 26.744/kapital tahun. Dilihat dari peruntukannva, balk pembiayaan di Kabupaten,

Dinas Kesehatan dan RSU, proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur dan sebagian besar

dialokasikan untuk belanja operasional. Proporsi belanja investasi dan pemeliharaan di Kabupaten maupun

di Dinas Kesehatan hampir berimbang, sedangkan di RSU alokasi belanja pemeliharaan sangat kecil, bahkan

pemeliharaan gedung dan pelatihan tidak dianggarkan. Dengan menggunakan angka estimasi Bank Dunia

(biaya kesehatan Rp. 41.174/ kapital tahun) maka dibandingkan alokasi dana yang tersedia terdapat resource

gap sebesar Rp. 43.683.563.300. Disamping itu dari perhitungan input cost untuk 2 program prioritas, tidak

didapatkan resource gap untuk P2TB Paru dan terdapat resource gap sebesar Rp. 11.180.000 untuk

penanggulangan DBD (Demam Berdarah Dengue). Namun, bila biaya personel, gaji dan investasi

dimasukkan dalam perhitungan, resource gap ternyata cukup tinggi. Kesulitan dalam perhitungan resource

gap adalah dalam upaya mencocokkan Komponen Biaya dari dana yang tersedia dibandingkan kebutuhan

dana. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kesehatan perkapita bagi penduduk Tangerang dan

memperkecil resource gap perlu dipertimbangkan efisiensi internal, realokasi antar unit pengguna dan

program atau mobilisasi dana dengan mekanisme penyesuaian tarif pelayanan di Instansi Pemerintah dengan

melihat kemampuan masyarakat membayar (ATP). Daftar Bacaan : 30 (1990 - 2003)</div><hr /><div

style="text-align: justify;">Analysis of The Government Expenditures for Health in Tangerang District,

Fiscal Year 2003. (A District Health Account Approach)Health financing in the era of regional autonomy

strongly depends on the commitment of regional governments, in particular the government resources. The
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regional health financing system needs to be evaluated and developed so that the main issues concerning

regional health financing, such as mobilization of funds, allocation of funds, and financial efficiency, could

be well implemented to ensure the equity, quality and sustainability of the region's health development. The

availability of health financing data becomes very important with the decentralization of health services, to

facilitate the process of policy making and strategic planning of regional health financing. The analysis of

the government expenditures for Health in Tangerang District has never been analyzed before, this research

is a mean to find out the budget allocation for Health in one fiscal year totally and per capita, the sources of

funds, the proportion of uses of fund within health programs, uses of fund by type of expenditures and line

items, and to identify the resource gaps in the financing of priority health programs. This research is carried

out in the District Health Office of Tangerang District and other related institution, as finance intermediaries

for government contribution for health. This study used a District Health Account approach. Analysis of

health financing is carried out from the data of fiscal year 2003. Analysis shows that the total source of

government health expenditure in fiscal year 2003 amounts to Rp. 80.960.838.900,- with 64.17 %

originating from the regional budget of Tangerang District, whilst the per capita health expenditure is Rp.

26.744,-per capita per year. As judged by the usage of funds allocated to the District Health Office and the

Regional Public Hospital, the proportion of funds used for public service exceeds that used for staff needs,

with the greatest proportion of funds allocated for operational expenses. The proportion of funds for

investment and maintenance in the Regional Health Service is almost equal, whilst the allocation of funds

for maintenance in the Regional Public Hospital is minimal, even funds for the maintenance of buildings and

training programs are not allocated. Compared to World Bank estimated figure (health expenditure should

be Rp.41.174 per capita per year) there is a resource gap of Rp. 43.683.563.300 per year. Besides, from the

calculation of input cost of two priority programs, there is no resource gap for the Tuberculosis Eradication

Program and Rp. 11.180.000 for the Control of Dengue Hemorrhagic Fever Program. However, if we

include the investment and salary, the resource gap will be quite high. We found difficulties in matching the

line item of the fund available (DHA) and fund needed (input cost). To fulfill the total requirement of per

capita health needs of the population of Tangerang District and to minimize the resource gaps, the author

suggests the need to improve internal efficiency financing, inter-program reallocation of funds, the

reassessment of health services costs and tariffs, and the improvement of health services quality.</div>


